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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara  

antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir  SD, 

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wesai, Kelurahan Lompo 

Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,  yang selanjutnya 

disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir 

SMP, tempat kediaman di Jalan Cempa Cempa  Lompo Riaja, 

Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, yang selanjutnya 

disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal             

21 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam 

register perkara Nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 21 Juli 2014 dengan dalil-

dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari 

Senin, tanggal 1 Januari 2010, di Cempa, Dusun Cempa, Kelurahan 

Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta 

Nikah Nomor 120/19/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan 

Mangempang, Kabupaten Barru, bertanggal 13 Agustus 2007.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah 

membina rumah tangga selama sebelas tahun 8  bulan di rumah orang tua 

Tergugat di Ralla (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Ralla 

(Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Dandi 
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Afdillah bin Tamrin, umur 11 tahun,  anak tersebut  berada dalam asuhan 

Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah  tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan 

rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2008 rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :                                                                                                                                      

a) Tergugat sering keluar malam, 

b) Tergugat berselingkuh  dengan  perempuan lain yang bernama Ria, tapi 

Penggugat  masih berusaha untuk bersabar dan berharap Penggugat bisa 

merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 31 Juli 

2012, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat sedang 

bersama dengan perempuan yang bernama Ria dan sewaktu Penggugat 

menyuruh Tergugat untuk memilih antara perempuan itu dan Penggugat, 

ternyata Tergugat menjawab lebih memilih Ria dibandingkan Penggugat, 

sehingga Penggugat merasa sakit hati dan pada malam itu juga tante 

Tergugat datang menjemput Tergugat, setelah itu orang tua Penggugat juga 

datang menjemput Penggugat karena waktu itu Penggugat juga dalam 

keadaan sakit.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal    

31 Juli 2012 sekarang (13 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat 

tidak saling memedulikan lagi. 

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi 

mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat 

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa  pada  hari sidang  yang  telah ditetapkan  Penggugat  telah datang 

menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka 

sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa 

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas 

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa   perkara    ini  tidak   dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya 

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud 

dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 

alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/19/VIII/2007, 

yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) 

orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing 

yaitu :

Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :

• Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat.

• Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal  

dirumah orang tua Penggugat di Waesai Barru.

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama lima 

tahun lebih dan dikaruniai seorang orang anak perempuan bernama Rasti 

binti Rajab.

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 

harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

tidak harmonis.

• Bahwa penyebab tidak harmonisnya antara Penggugat dengan Tergugat  

karena Tergugat kawin dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat.

• Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
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• Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

bulan April 2013 sampai sekarang telah berjalan satu tahun empat bulan 

lamanya.

• Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ditempat tinggal 

bersama kembali ke rumah orang tuanya di Cempa.

• Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi 

• Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi diberi 

nafkah oleh Tergugat bersama anaknya.

• Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk

merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua: SAKSI 2, umur 3o tahun, pada pokoknya menerangkan :

• Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga   dengan   saksi   yaitu sepupu

dua kali dengan Penggugat.

• Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina 

rumah tangga  di Wessai  selama satu tahun empat bulan.

• Bahawa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak 

perempuan.

• Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  

harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan 

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah 

dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan  Penggugat.

• Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 

bulan April 2013.

• Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ditempat tinggal 

bersama kembali kerumah orang tuanya di Cempa.

• Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya 

tidak ada lagi komunikasi.

• Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi diberikan 

nafkah oleh Tergugat 

• Bahwa tidak pernah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat.
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Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-

bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam 

perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut sesuai relaas panggilan tanggal 05 Agustus 2014 dan13 Agustus 2014  tidak 

hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan 

dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan 

patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan di sebab

kan suatu halangan yang sah,   maka   perkara   ini dapat diperiksa tanpa hadirnya 

tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati 

pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun 

penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis 

Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa 

sejak bulan Februari 2013, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan 

lain tanpa seizin Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat 

tinggal sejak bulan April 2014 telah berjalan kurang lebih satu tahun tiga bulan 

tanpa saling menghiraukan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama 

pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta 

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak 

dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap 

mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu 

dibebankan pembuktian lagi.

Disclaimer
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Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan 

untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka 

penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta 

Nikah Nomor 120/19/VIII/2007, tanggal 13 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangempang 

Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup menerangkan tentang terjadinya 

perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut dibuat oleh pejabat 

yang berwenang sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti otentik yang mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledg en bindende 

bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg sehingga dengan bukti 

tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat 

telah terikat dalam perkawinan yang sah. 

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil 

gugatan cerainya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing- 

masing bernama Daing  bin La Manisa dan  Hamsidar  binti Tirang, keduanya 

memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana 

kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 ayat (2) dan 172  ayat (1) angka 4  

RBg, sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, 

adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri 

selama lima tahun lebih dan sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat yang kedua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak 

harmonis lagi karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa 

sepengetahuan Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat dengan 

Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya 

tanpa nafkah dari Tergugat, dan pihak keluarga tidak pernah berusaha menasehati 

keduanya, karena Pengugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

          Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi menerangkan tidak pernah 

menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi 

mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 

bulan April 2013 telah berjalan satu tahun empat bulan lamanya tanpa saling 

memperdulikan..
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         Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan pula penyebab 

ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah 

dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sampai akhirnya 

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

          Menimbang, bahwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan 

atas  pengalaman dan pengetahuannya sendiri sehingga maksud Pasal  308 R.Bg   

sehingga  dapat  diterima    dan  dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal 

untuk    menasihati   Penggugat    agar   dapat   rukun   dengan   Tergugat,   

namun Penggugat  di persidangan   memperlihatkan sikap yang kuat dan   

tekadnya untuk   mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut, terbukti 

fakta kejadian sebagai berikut:

• Bahwa  antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah

-   Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah rukun selama lima tahun lamanya  

dan telah dikaruniai dua orang anak,

-  Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dengan tergugat berpisah tempat  

tinggal 

• Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan 

lagi.

• Bahwa   pihak   keluarga   tidak  pernah   berupaya merukunkan 

Penggugat

dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

• Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat 

tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

• Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan 

untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang 

mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian 

yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar 

hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi percekcokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup 

rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 

telah diuraikan di muka terbukti gugatan Pengugat telah beralasan hukum dan 

ternyata Tergugat  yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah 

datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup 

alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar 

diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan 

Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang 

hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Pengugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara 

Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu  menjatuhkan  talak

satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari 

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim 

berbunyi :

يجوزلها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى 
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجوز عن الاصلاح 

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya 

dan hakim boleh  menjatuhkan talak satu bain sughra apabila 

nampak adanya   kemadhorotan     dalam   pernikahannya   dan sulit 

                 keduanya untuk didamaikan”; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk 

mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.
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Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan 

agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  

menghadap ke persidangan tidak hadir.    

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan  talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT         terhadap 

Penggugat, PENGGUGAT.

4.  Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan      

putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tanete Riaja, Kabupaten Barru , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 

391.000 ,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim 

Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah oleh Drs. H. Muhammad 

Takdir, SH sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi 

Muhammad, Lc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis

didampingi oleh hakim-hakim anggota,   dan    dibantu   oleh Dra. Hj. Kartini Hakim

Hakim sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat.

                                                                                          Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Takdir, SH

    Dra. Sitti Musyayyadah
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Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

• Pendaftaran : Rp  50.000 00

• ATK Perkara : Rp  30.000,00

• Panggilan : Rp   300,000,00

• Redaksi : Rp      5.000,00

• Meterai : Rp      6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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